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' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

‘Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, menyebutkan bahwa
Bupati/Walikota  bertanggung Jawab ratas  pelaksanaan
pengarusutamaan gender di kabupaten/ kota;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di
Kabupaten Cilacap, maka guna melaksanakan strategi

~ -pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu

kesatuan dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah perlu disusun
Rencana Aksi Daerah;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud

ww..dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Cilacap tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020 - 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

. Daerah-daerah Kabupaten Dalam. Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berlta Negara Repubhk Indonesia Tahun 1950 Nomor

a2y,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa31
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

© 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia” Nomor =

4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- -

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



Me'netapk'ah'

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
.~ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

10.

. (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025 (Lembaran =

11.

13.
_tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

. Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

e Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132;
120

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134;

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

’“ PERATUR‘AN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN CILACAP TAHUN
2020 - 2025



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber. daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. )
Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

“atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

10.
- PPRG adalah - serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan

11.

12.

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh
keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki - laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak - haknya sebagai manusia agar
mampu_berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati -hasil
pembangunan.

Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran
yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki —
laki dan perempuan. :
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat

perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan
relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat
RAD PUG adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)

... Kabupaten Cilacap Tahun 2020 - 2025.
13. U

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG
adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan
gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB 11
RAD PUG

Pasal 2

RAD PUG merupakan dokumen kerja 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program
kegiatan yang responsif gender. :



. "Pasal 3

(1) Dokumen RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan
sistematika sebagai berikut ;' - ‘

BAB I : PENDAHULUAN;

BABII  : ISU GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH; :

BABIIl : PUG DALAM PERATURAN PERUNDANG -~ UNDANGAN DAERAH;

BAB IV : PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DI DAERAH; l

BABV : KELEMBAGAAN PUG; :

BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT; ‘

BAB VII : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PUG;

BAB VIII : RENCANA AKSI DAERAH PUG TAHUN 2020 - 2025;

BAB IX : KAIDAH PELAKSANAAN. '

DAFTAR PUSTAKA.

SR a0 o

(2) Dokumen RAD PUG sebagaimaha dimaksud pada ayat (1), sistematika, isi
beserta uraian RAD PUG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III |
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) -Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG pada
setiap Perangkat Daerah, Bupati dapat membentuk Pokja PUG Kabupaten
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. ,

Diundangkan di Cilacap

FARID MA’RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 7 {)



